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Komisi X DPR Soroti
700 Ribu Anak Papua
Tidak Masuk Sekolah

AWV TFLITL . Fetua Flormisi 2 TP R
Lalu Hadrian Irfani rmmenyorotd
laporan dugaan sebanyvalc OO0
ribu anmnak di Papua wang tidalk
berselolah. FHal imi srmerupa-—
kan isu serius sebalb berlkaitan
langsung dengan permenulbsan
halk dasar warga negara atas
perndidilkan.

“Imi tidak bisa dipandarng
enteng karena menyanghlkuat
tangoung jawalh negara dalasmn
mermastikan hak pendidikan
bagmi selurubh anak bangsa, ™ ujar
Lalu Hadrian dalarmnm keteramngs-—
annya, Sabtu (2001 2/2025).

Diketabmi, Presiden Prabosw o
Subianto menerirma laporan
adanya 7O0 ribaa analke odi wilasyaks
FPapua vang bhelum mendapatlcan
pendidikan formal di sekolab.
It imnformasi dari Bupati Dela—
nokwwari (Papua).” kata MhDMenveri
Dalarmn INegeri (hMendagrid Tidoo
Flarmnawian i Kompleks Istarma
HKepresidemnan Jakarta, Selasa
(1651 2/ 2025).

Presiden FPrabowo. kata
Tito, rmermiberilkan arabamn -
tuk menindaklanjuti informasi
tersebuat. ™ Tadi Pak Presidemn
menyampaikan data imni harmas
kKita cross-check dulu benar
negcalk,” vwcapnya. Jika ada analk
asal Papua wang tidak selko-
lah, Pemerintah akan mermng-
upayakan agar mercka bisa
merndapatkkan perndidilkan.

Lalu Hadrian mmerminta data
tersebuat perlu dicermmvati dan
diverifikas: secara menyaeluruh
agar tidak terjadi kekeliruman
dalam pengambilan kebijalocan.
Proses cross—check data sangat
penting dan haras melibatkan
berbagai pihak terkait. Defulai
dari Kementerian Pendidilkan
IDasar damn Menengah (FEe-
merndikdasmen),. Pemerintab
MDacrah (Permda) ., hinggea Badan
Pusat Statistik (BFP5S).

Tujuan werifikasi itu wuntuk
mermperoleh data yang akuurat
damn dapat dipertangourngja—
wabkan. “"Waliditas data mer-

Jadi kunci agar kebijalkan ywangs
diambil benar- benar tepat sa-—
sararmn, tegas politikuas PECE .

Terlepas dari angla pastinngya,
ILalu Hadrian menekankan
perscaalan akses pendidikan ddi
Papua merupalan fakta wang
ticdak bisa diabaikan. Berbagai
tantangan struktural seperti
keterbatasan infrastruktur, dis—
tribusi guru. hinggoa kondisi
moeooralis masih menjadi harmn-
Fratan utarria.

"MNegara wajibh hadicr antualk
mermastilkan anak-analkk Papuaa
mermperoleh lavanan pencicdila-—
an wywang layak, inklusif, damn
berkeadilan,” regas legislator
asal dapil Nusa Tengoara Barat
(INTE) II itu.

Karena itu, L.alu Hadrian
merndesak Pemerintah agar
meenjadilican termmuaan ind sebagai
Imorrrernturnn untulk rmerngperkoat
kebijakan afirmmatif di sektior
perndidilcan Jdi Papua. Langkakh
terscbut rmencalkup perbailacan dis—
rilbrasi poora, pening@lkatan sararna
dan prasarana perndidilkan, dam
Ppenguatan sinergi antara Perrmver—
intah Pusat (Permpus) dan Permcda.

Wivalkil Klemma Komisi 2 DPR
EKumiasih hMdafidasati smyenacrrm—
bahlkan., laporan rmengernai 7O
ribu anak tidak sekolah di Ta-
mnah Papua sebagai alarmm keras
atas kegapgalan sistermik ywangg
sclarmna ini rerabaikan. Laporan
dari MhMMendagri yvang berasal
dari Bupati Manokwvwari haruas
dilakukan verifikasi faktual agar
rmrenerTiakian realitas odi Llapamngan.
“Mlerela adalah pemililk rmasa
depan bangsa, tapi hald Korstitu—
siomnalmnya terabaikan, ™ ujarmsya.

Persoalan imnd, lamjutmnisyea, bher—
akar pada ketidaksinkronan data
wang alkuat. Merujulk pada data
Badan Pusat Statistils (BP5S) darm
progres Data Polkok Pendidikan
(IDapodilk),. masih terdapat dis-—
paritas Aongloa Partisipasi Mhwlurrd
(AP warngz rmenocolok antara
wilayah perkotaan dan peguo-—
rnurngan i Papua. s i
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